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ABSTRAK 

 

Sengketa pendaftaran tanah adalah perselisihan antara para pihak berupa saling 

klaim mengenai hak kepemilikan atas bidang tanah, yang terjadi ketika salah satu 

pihak mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Sengketa pendaftaran tanah 

menjadi permasalahan yang bersifat krusial, jika tidak segera diselesaikan. Untuk 

itu diperlukan metode penyelesaian yang mampu memberikan keadilan bagi pihak 

yang bersengketa. Mengefektifkan metode penyelesaian sengketa pendaftaran 

tanah melalui mediasi adalah solusi mempercepat penyelesaian sengketa. 

Permasalahan yang diteliti dipenelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme 

penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi di Kantor Kementerian 

Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, 

bagaimanakah kekuatan hukum hasil mediasi penyelesaian sengketa pendaftaran 

tanah di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pasaman, dan bagaimanakah implikasi penyelesaian sengketa 

pendaftaran tanah melalui mediasi terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah di 

Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data 

yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil 

penelitian, pelaksanaan mediasi terhadap sengketa pendaftaran tanah berpedoman 

pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus 

Pertanahan. Pelaksanan mediasi terhadap sengketa pendaftaran tanah terdiri atas 3 

(tiga) tahapan yaitu tahapan pra mediasi yang terdiri atas pembentukan tim 

penanganan dan penyelesaian kasus, pengkajian kasus, penelitian objek sengketa, 

dan pemanggilan para pihak. Tahapan mediasi yang terdiri atas mediasi secara 

terpisah (kaukus) dan mediasi lanjutan, yang dilakukan apabila para pihak 

bersedia dipertemukan dan beritikad baik untuk berdamai. Tahapan pasca mediasi 

untuk menentukan langkah penyelesaian berikutnya atas sengketa pendaftaran 

tanah. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara para 

pihak, haruslah dituangkan secara tertulis dalam akta perdamaian yang 

dikukuhkan dalam putusan perdamaian oleh pengadilan negeri. Namun, apabila 

mediasi tidak menghasilkan perdamaian, penanganan terhadap sengketa 

pendaftaran tanah dilanjutkan dengan meminta bantuan lembaga adat untuk 

penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Jika penyelesaian melalui lembaga 

adat tidak menghasilkan perdamaian dintara para pihak, penanganan sengketa 

pendaftaran tanah dilanjutkan dengan pemberian tenggang waktu selama 90 

(sembilan puluh) hari kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke 

pengadilan. 
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